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PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

a) HAK ; Pakai,

\

-

No.
De'sa ; Pungangan,

0 NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH PROPINSI DATI I JATENG
Cq. DINAS FU PENGATRAN,

1. Kenversi

3. Pemisahan

4. Penggabungan

SEMARANG.
| b) NAMA JALAN/PERSIL
Saluran.
¢) ASAL PERSIL 8) PEMBUKUAN

..................... Wonosobo, | . Tel JA = A TGS .

2. Pemberian hak DBekas Tanah Kepala Kantor Pertanahan

Yasan, Kabupaten/Ketamadya
.............. Wonosoba, ...
Ttd.

Drs. DARMANTO,

NIP 010 054 342.

d) SURAT KEPUTUSAN

Kepala Kantor Wilayah
BFN Prop. Jateng.

No:SK.530.3/1040/1/1114/33/92
Tel.3=11=1992,

Uang pemasukan/biaya administrasi
Rp. 15.000,-

Lamanya hak berlaku

Berakhirnya hak
i Tgh

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

s\ s b e g M e Tel A3 2. 350988, . ..

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Ketamadya

Wonoseba.

DARMANTO,

NIP 010 .054 342,

|

| &) _SURAT UKUR

‘ GAMBAR SITUASI .
‘ i it

Tel. * R~ 2~ L5392

No.. 't 175 /AW ]Ig9>.
eHo m*

Luas  Z

1) PENUNJUK

Sebab perubahan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
No. Daftar Isian 208

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor,
dan Cap Kantor




PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN TAINNYA

Halaman

Sebab perubahan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Tsian 307
No. Daftar Isian 208

- s
N 7
e y;:ﬁ AL Tanda tangan Kepala Kantor,
Pemegang hak lain-lainnya dan Cap Kantor
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Daftar Isian 302 tgl. ...

Daftar T1sian 307 t8L o ..oiiiesmrsmnsnernassssann
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UNTUK SERTIPIKAT

.......... Homasaho. Tel.

Kepala Kantor Pertanahan

Wonasabe Tgl.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Ketamadya

Wonoseba,

NIP 010 054 345,
Pemisahan

Lihat _ surat ukur  pepooabungan  Nomor @ ....ccccecoeons AMAgIAND (ol 1t SRR e SRS

gambar situasi Pengganti v

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi

. Luas N}(:nll(or Sisa luas
Tanggal Nomor 2l

i furai surat ukur - p /19 W 3P S 11 e
Sisanya diuraikan dalam 22— OMOT 3 viviininsdoiinsdimass phoabo LR Diensoba v

gambar situasi

2 i

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961
yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.
Setiap perfanjlan yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atss tansh,
meanggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan
suatu akia yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selsnjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut { Pejabat ). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20,

Jiks orang yang mampunyau hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tansh itu sebagai warisan

wajib i pe 1 P hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggainya orang itu.
Mentari Agraria nuu pembm vang ditunjuk olehnya dapat jang waktu but pada ayat (1)
pasal ini per gan-perti 1 khusus.

Pasal 21

Selambat-lambatnys 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lslang
harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah
yang akan dielang itu.

Pasal 2z,

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejsbat lak permi untuk b
yang dimeksud dalam pasal 19, jiks :

permintaan itu ud-k disertai dmgan sertipikat tanah yang bersangkutan;

tanah yang jadi objek p masih dalam perselisihan;

TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

akta ssbegsi

Pasal 33

Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepals Kantor Pendaftaran Tansh kepada yang berhak, sebagai
pengganti sertipikat yang rusak stau hilang. Sertipikat baru terssbut diberikan atas permohonan yang berhak
ftu.

Sebelum sertiplkat bsru sebagai pengganti sustu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal
itu harus diumumkan dus kali berturut-turut dengsn antara wektu 1 bulen, dslam surat ksbar setempat dan berita
Negara Rapublik Indonesia. Blaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohen,

Jika dalam waktu 1 bulen setelah pengumumen ysng kedus tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap
pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepads pemochon.

Jika ada yang di dan ata oleh Kepala Kantor P ftaran Tanah di
baral maka ia lak pemb sortipikat baru itu dan mampersilahkan permohonannya untuk meminta

keputusan hakim.

Jika Kepsia Kantor Pendaftaran Tanah meng keb yang diajub tidak beral 1, maka sebeium
memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan
Pendaftaran Tenah atau pejabet yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42,

Barang sispa dengan sengsja merusak atau memindahkan unpa hlk tanda-tanda batas yang dimaksud dalam
pasal 3 syat (7) distas dipi dengan huk o va 2 bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000, —

Perbustan yang dimaksud dalam syat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43,

Barang siapa akta yang d d dalam pasal 19, tanpa ditunjuk olsh Mentari Agraria sebagai pejabat
dipidana dengan hukuman kurungan sslama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —

Pasal 44,

Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 vang dibuat tanpa akta
oleh pejabat.

p larangan pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya
3 bulan dan/n!au donda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —

(o}



